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TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
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Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE
Jabatan : Bupati Dharmasraya
Alamat kantor . JI. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau punjung

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya

2 a. Nama : Pariyanto, SH

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : JI. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

b. Nama : Ir. H. Adi Gunawan, MM
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : JI. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

¢. Nama : H. Benny Ridwan
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : JI. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.



Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang
meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan
APBD Tahun Anggaran 2022 .

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pulau Punjung, 2 Agustus 2021

PIMPINAN
BUPATI DHARMASRAYA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

. Selaku, KABUPATEN DHARMASRAYA
PIHAK PERTAMA, ;
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SUTAN'RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

H. BENNY RIDWAN
Wakil Ketua
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di
bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati
oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.KUA merupakan tindakan resmi yang
diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan
acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2022 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun
2022 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala
Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yangmemuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

| KUA tahun anggaran 2022 pada dasamyamemuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang
menjadi pedoman dan ketentuanumum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022.
Kebijakan umum inidiharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan
ketersediaananggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro
daerah,asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD),kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerahdan
strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun
2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, merupakan pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RKPD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-
kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan KUA Tahun
Anggaran 2022 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.
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RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan
perencanaan yaitu pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta
berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan
Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows programyang memastikan
hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas
fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya
dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan
perencanaan kedalam proses penganggaran.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan Tahun Kedua dalam periode RPJMD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026
merupakan irisan tahap ke-4 (2005-2025) dari bagian proses RPJPD Kabupaten Dharmasraya,
sehingga RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-4 (2021-2025) RPJPD
Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 mengusung Tema
Pembangunan yaitu:

“Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan
Ekonomi Masyarakat”

Tema RKPD Kabupaten Dharmasraya mengambil aspek pemerataan infrastruktur guna
mendukung peningkatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan dalam kerangka pembangunan yang berkualitas yang bermakna pembangunan yang
merata dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen
perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.
Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi
Pembanganan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun
2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat
Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan
implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

Mengingat saat ini masih dalam proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan 2022 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
Memajukan pendidikan yang berkarakter
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Pembangunan yang berkelanjutan

N o o AW N

Membangkitkan identitas daerah
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Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah yang komprehensif serta
akurat merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah yang memperhatikan
sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat
diperlukan karena daerah akan terpengaruh oleh eksternalitas positif dan ekstemnalitas negatif dari
kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional. Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada
RKPD dan KUA Tahun 2021 ini adalah akibat munculnya wabah Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) yang melanda secara luas seluruh negara di dunia yang memberikan pengaruh
besar terhadap tatanan kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan daerah
tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

a) Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun
berjalan;

b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan
indikator ekonomi makro daerah;

c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan
besaran pendapatan daerah,;

d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas
pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah
yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;

e) Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah
sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi
tuntutan pembangunan daerah.

KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran
secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan
anggaran tahun 2022, dimana strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam
mencapai target yang selanjutnya KUA tahun 2022 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon
anggaran sementara (PPAS) tahun 2022 yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Dharmasraya. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan
dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2022 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
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Penyusunan KUA yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dimana prioritas
pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 difokuskan untuk mengatasi permasalahan
pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Sedangkan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan
penganggaran merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Derah (SIPD) Kemendagri yang

beralamat di http://sipd.kemendagri.go.id.
12 Tujuan Penyusunan KUA

Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam proses Penyusunan APBD Tahun 2022.

Adapun tujuan Penyusunan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan
proyeksi tahun 2022 sebagai dasar dalam menyusun perencanan pembangunan dan
APBD tahun 2022

2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan
realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran APBD Tahun 2022

3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan
pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

13. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2022

Penyusunan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan
Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru
PNS;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengam Peraturan
Presiden Nomor46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2020 — 2024,

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021;

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.
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BAB 2.

21,

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah
menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan

DAERAH

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

pembangunan. Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

proyeksi tahun 2021 s/d 2022

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Tabel 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 s/d 2020 dan

No | Ls jan Usaha I Realisasi o TR
I | Nilai PDRBADHB | 9917,01 | 1034451 | 1024219 | 1132272 |
(milyar rupiah)
Nilai PDRB ADHK 7.208,33 7.560,32 7.454 96
(milyar rupiah)
2 PDRB Perkapita 41.052.193 | 41.782.680 | 40.482.967 | 42.830.000 | 43.810.000
ADHB (juta rupiah)
3 Tingkat Kemiskinan 6.42 6.29 6,23 6,14 6,08
(persen)
4 Pertumbuhan Ekonomi 532 4.94 -1.39 2,50 2,90
(persen)
5 Gini Rasio 0.26 0.28 0,28 0.270 0.265
6 Tingkat Pengangguran 4,02 5,06 5,31 5,25 5,00
terbuka (persen)
7 | Indeks Pembangunan 70.86 71.52 71,51 71,66 71,82
Manusia (IPM)

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2021, dan Proyeksi Bapppeda Tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah
menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan
pembangunan. Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai PDRB ADHB

Dilihat dari PDRB Atas dasar Harga berlaku (ADHB), nilainya selalu meningkat dari tahun
2018 hingga tahun 2020, namun dilihat dari nilai PDRB AHBK maka di tahun 2020 terlihat sedikit
penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid19 yang terjadi sejak awal tahun
2020. Hal ini dapat diartikan bahwa secara uang maka nilai PDRB 2020 tetap lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2019, namun dilihat dari volume transaksi ekonomi maka jumlahnya
menurun dibandingkan tahun 2019.

2. PDRB Perkapita
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PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di
wilayah. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)
dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini
digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar
pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat
pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya.

Gambar 2-1Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah)

45.000.000,00
43.000.000,00
41.000.000,00
39.000.000,00

37.000.000,00

35.000.000,00
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~—o~ Nasional 36.485.946,23 37.877.774,92 39.366.884,53 41.021.939,07 39.771.170,17
-~ Provinsi Sumatera Barat 37.349.917,15 40.193.611,27 42.832.685,72 45.288.329,90 44.031.591,54
—u==Kabupaten Dharmasraya 36.777.417,02 39.419.657,12 41.052.192,85 41.782.680,36 40.483.000,00

—e—Nasional =@ Provinsi Sumatera Barat ~ —#=Kabupaten Dharmasraya

Sumber : BPS Kabupaten Dhamasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2-1di atas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Dharmasraya
berada di atas nasional, tapi masih di bawah Provinsi Sumatera barat. Selain berpengaruh terhadap
pertumbuhan PDRB. Dampak pertumbuhan ekonomi negartif akibat dampak pandemi covid-19 juga
mempengaruhi turunnya PDRB perkapita di tahun 2020.

3. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan
setiap tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar
Rp.477.421 per orang/bulan.

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman
(setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di
dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-
makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai paling rendah pengeluaran
untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.
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Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan
di bawah garis kemiskinan itu.

Dari metodologi ini, BPS menetapkan garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar
477.421 per orang per bulan. Jadi kalau penduduk yang pengeluarannya di bawah itu, sudah masuk
kategori orang miskin. Jika Rp. 477.421 dibagi 30 hari, maka rata-rata belanja orang miskin kurang
dari Rp. 15.914/orang/hari.

Gambar 2-2Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

S

=

2016 2017 2018 2019 2020

— e ke

POANNP@DODO
8888833883838

—&— Nasional 10,70 10,12 9,66 9,22 10,19
—@-— Provinsi Sumatera Barat 7,14 6,75 6,55 6,29 6,56
—o=Kabupaten Dharmasraya 7,16 6,68 6,42 6,29 6,23

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten
Dharmasraya berada di bawah nasional. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten
Dharmasraya selama 5 tahun terkahir dari 7,16% pada tahun 2016 menjadi 6,23% pada tahun 2020.
Meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun tingkat
kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak meningkat. Hal ini karena data tingkat kemiskinan di
Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS yang tersedia yaitu pada bulan Maret 2020.
Sehingga kondisi ini belum dapat menggambarkan dampak dari Covid-19.

4. Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah
perekonomian dalam selang wakiu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Diantara tujuan
dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah ntuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil
pembangunan nasional, serta Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan
daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar
pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam
menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga
konstan.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa
pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga banyak sektor ekonomi
yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian
masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021
ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.
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Gambar 2-3Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera
Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)
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Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2-3digambarkan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Dharmasraya dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat dan PDRB Nasional pada
harga konstan selama periode 2016 — 2020. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun
2017 baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Dharmasraya sendiri.Bahkan terjadi
pertumbuhan PDRB yang negatif pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pendemi Covid-
19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020.

Secara global, pertumbuhan ekonomi negatif terjadi sekitar 70% dari negara di dunia. Kondisi
ini mengakibatkan banyaknya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan
berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan
berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.
Perlu adanya perencanaan yang strategis untuk memulihkan perekonomian.

5. Gini Rasio

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila
koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu)
berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan
distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penuruan berarti distribusi pengeluaran
penduduk mengalami perbaikan.

Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan
sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan
sedang, sedangan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.
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Gambar 2-4Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun
2016-2020
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Secara umum indeks Gini ketiganya berada pada kelompok ketimpangan rendah, semakin
rendah ketimpangan, maka semakin bagus. Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka
Dharmasraya memiliki ketimpangan terendah. Namun di tahun 2020 indeks gini nasional dan
Kabupaten Dharmasraya sedikit megalami kenaikan, namun hanya Provinsi Sumbar yang
memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian ketiga indeks di atas masih

memperlihatkan tren penurunan.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumiah
angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk

dalam pengangguran.

Gambar 2-5Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

dan Nasional Tahun 2016-2020
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Pada Gambar 2-5terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten
Dharmasraya jauh di bawah kondisi tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sumatera
Barat. Angka TPT di Dharmasraya selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, namun
tidak dengan provinsi dan nasional yang mengalami fluktuatif. Meskipun demikian dari tahun 2019
ke tahun 2020 terjadi peningkatan TPT yang cukup tinggi di tingkat provinsi Sumatera barat dan
nasional, namun kenaikan TPT di Kabupaten Dharmasraya tidak sebesar nasional ataupun provinsi.
Berdasarkan hasil analisa data, maka kenaikan tingkat pengangguran di Dharmasraya hanya
disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan Pendidikan.

7. Indeks Pebangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan
nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah
dibandingkan dengan wiayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain
sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan
Dana Alokasi Umum. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent standard of living)

Tabel 2-2menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016
sampai tahun 2020 yang dibandingkan dengan kondisi IPM tingkat propinsi dan nasional. Selama
periode 2016 - 2020 IPM Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan. Namun
memasuki tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi covid-
19 yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Dari 4 indikator
pembentuk IPM, maka yang mengalami penurunan terlihat pada pengeluaran pekapita saja, namun
tiga indikator lainnya tidak berpengaruh signifikan.
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Tabel 2-2Perbandingan Indeks Pembangunan ManusiaKabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera
Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
A | IPM Nasional Indeks 7018 | 7081 | 7139 | T1.92| 7194
L t’u";‘ﬂ)Ha'apa" Hickip Se Lo Tahun 700 70| 72| T34| 7147
2 | Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,95 8,1 8,17 8,34 8,48
3 | Harapan Lama Sekolah Tahun 12,72 | 1285 1291 | 1295 | 1298
4 | Pengeluaran per Kapita (000 Rp/
Disaatialkan Ovang) Tabwn) 10.420 | 10.664 | 11.059 | 11.299 | 11.013
B | IPM Provinsi Sumatera Barat Indeks 7073 | 7,24 | T1,73| 7239 | 7238
1 K,";I‘;:)Hamp"“" Hidup Saat Lahir Tahun 6873 | 6878 | 69.01| 6931| 6947
2 | Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,59 8,72 8,76 8,92 8,99
3 | Harapan Lama Sekolah Tahun 13,79 | 1394 | 1395| 1401 | 14,02
4 | Pengeluaran per Kapita (000 Rp/
Disesuaikan Orang/ Tahun) | 10.126 | 10-306 | 10638 | 10.925 | 10.733
C | IPM Kabupaten Dharmasraya _ Indeks 70,25 704| 7086 7152| 7151
1 :’U";i'g)Ha’apa“ Fhéip St Lahir Tahun 703| 7044| 7073| 714| 7133
2 | Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,23 8,24 8,25 8,46 8,47
3 | Harapan Lama Sekolah Tahun 12,39 124 | 1241 | 1242 | 1243
4 | Pengeluaran per Kapita (000 Rp/
Disastiaikan Orang/ Tahun) 10.781 | 10.851 | 11.189 | 11.431 | 11.273

ini berada di bawah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar maupun provinsi.

Sumber : BPS Kabupaten Dhammasraya, Tahun 2021

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka IPM kabupaten Dharmasraya berada di
bawah nasional maupun provinsi (Gambar 2-3). Namun Kabupaten Dharmasraya berada di
peringkat 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Padahal pada tahun 2010 Kabupaten
Dharmasraya telah berada di peringkat 8. Namun seiring berjalannya waktu, IPM Dharmasraya saat

Gambar 2-3IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020
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Menurunnya peringkat Kabupaten Dharmasraya terkait IPM terjadi karena lambatnya
perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir. Pada
Gambar 2.16 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah di Dharmasraya
adalah 0,73% yang lebih rendah dari tingkat propinsi dan nasional yaitu 1,15% dan 1,63% masing-
masingnya. Rata-rata pertumbuhan indikator harapan lama sekolah di Dharmasraya selama periode
2016 — 2020 sebesar 0,08% yang juga lebih rendah dibandingkan tingkat propinsi (0,42%) dan
nasional (0,51%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk membentuk strategi untuk meningkatkan
jumiah masyarakat yang menempuh pendidikan lebih tinggi.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun
2022 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan
keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun
pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanaan pelayanan
publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya
pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam
menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal
maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional.
Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien.
Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Dharmasraya dialokasikan untuk memenuhi prioritas
pembangunan daerah antara lain :

1. Pemerataan Infrastrukur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah
Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Pembangunan yang berkelanjutan

N o o oW N

Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah

Selain untuk memenuhi prioritas diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga dialokasikan
untuk pemulihan ekonomi terdampak covid-19 dan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.
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BAB 3.

3.1.

311

ASUMSI DASAR DALAM

PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (APBD)

ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN DAN PROVINSI SUMATERA

BARAT

ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diprakirakan akan lebih tinggi dari prakiraan
sebelumnya sebesar 5,1%, terutama ditopang lebih tingginya pertumbuhan di Amerika Serikat (AS),
Tiongkok, Kawasan Eropa, dan India. Perbaikan perekonomian domestik diprakirakan berlanjut,
didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional.
Akselerasi program vaksin nasional dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 diharapkan
dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, untuk mendorong permintaan
domestik lebih lanjut, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan
mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akselerasi stimulus
fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya
stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan,
khususnya terkait pengembangan UMKM.

Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022

{impengau Uaaha o018 | 2019 2020 | 2021 | 2022

1 Nilai PDB ADHB 14,838,8 153825 15.434,2 - -
(trilyun rupiah)

2 | PDB Perkapita 39.366.884 | 41.021.939 | 39.771.170 - -
ADHB (rupiah)

3 Tingkat 9.66 9.22 10,19 9,2-9,7 8,5-9,0

Kemiskinan
(persen)

4 | Pertumbuhan 5.17 5.03 -2,07 5 5,4-6,0
PDRB (persen)

5 | Gini Rasio 0.384 0.380 0,385 0,377- 0.376-

0,382 0.378

6 | Tingkat 5,34 5,28 7.07 5.9-6.5 5,5-6,2
Pengangguran
terbuka (persen)

7 | Indeks 71.39 71.92 71.92 71.94 73,44~

Pembangunan 73.48
Manusia (IPM)

Sumber : * BPS Tahun 2021

** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

*** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat (sedang), Tahun 2021

Dilihat dari kondisi ekonomi makro sebagaimana tabel di atas, maka pertumbuhan ekonomi
Indonesia berada dizona positif. Ketahanan perekonomian di tahun ini ditopang oleh membaiknya
sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB), yaitu perbaikan kinerja ekspor
didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global.Sektor berkontribusi besar terhadap PDB
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yang mulai pulih adalah industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Beberapa sektor masih
mampu bertahan dan tumbuh positif, seperti infokom, kesehatan, pertanian, dan jasa pendidikan.

Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan
adanya relaksasi kebijakan social distancing dan vaksinasi masal. Komponen ini bisa kokoh
menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulimya stimulus fiskal lewat program
perlindungan sosial. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi
langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.,

3.1.2.  ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD PROVINSI SUMATERA BARAT

Kerangka Ekonomi Makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga
perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indicator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran proyeksi pencapaian
indicator makroekonomi untuk tahun 2022 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor
eksternal secara regional, nasional maupun global.

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2020
dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022

T T R

1| Nilai PDRB ADHB 230,52 246,42 | 242,11
(trilyun rupiah)

2 | PDRB Perkapita 42.832.685 | 45.288.329 | 44.031.591 | 46,090.000 | 48,290.000
ADHB (juta rupiah)

3 | Tingkat 6.65 6.29 6,23 6.40 6,28
Kemiskinan
(persen)

4 | Pertumbuhan 5.14 5.08 -1,60 3,44 3,40
PDRB (persen)

5 | Gini Rasio 0.305 0.306 0,301 0,299 0,298

6 | Tingkat 5,35 5,33 6,88 6,70 6,60
Pengangguran
terbuka (persen)

7 | Indeks 71.73 72.39 72,38 72,56 72,74
Pembangunan
Manusia (IPM)

Sumber : * Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021
** hasil proyeksi RPJIMD

Dilihat dari kondisi ekonomi makro di atas, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
diperkirakan membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan,
konsumsi rumah tangga (RT) diprakirakan meningkat seiring dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi
masyarakat yang semakin meningkat di triwulan | 2021.Peningkatan dari sisi permintaan terutama
terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor.Program vaksinasi di
Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dan keberlanjutan program bantuan
sosial dari pemerintah mendorong konsumsi RT dan pemerintah.Berdasarkan lapangan usaha,
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permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan
terutama lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, serta lapangan usaha
transportasi. Kegiatan MICE dan kunjungan wisnus serta wisman diprakirakan akan membaik pada
tahun 2021 mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan dan transportasi. Aktivitas
HBKN yang lebih tinggi pada tahun 2021 juga turut mendorong permintaan secara umum.
Kelanjutan tren perbaikan harga dunia untuk komoditas utama CPQ dan karet diprakirakan akan
turut mendorong lapangan usaha industri pengolahan.

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat

dirumuskan sebagai berikut:

:

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah
kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait
dengan sektor fransportasi dan pergudangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi
COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk
menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi
masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah serta tetap melakukan
pengawasan yang ketat terhadap pergerakan/mobilisasi orang dan barang dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus.

Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan
pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber
daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah
tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca
pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera
Barat, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bertumpu pada
sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar serta dengan
memperluas sektor UMKM dan memperkuat fondasi pertanian yang terbukti defensive
dalam menghadapi goncangan ekonomi seperti dengan adanya ketidakpastian ekonomi
akibat pandemi covid 19.

Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa
program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju
inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga tingkat inflasi
tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan
menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan
wilayah.
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3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN DHARMASRAYA

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Dharmasraya tahun
2018 sampai dengan tahun 2020 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan
APBN Tahun 2022 serta APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, maka asumsi yang digunakan
sebagai dasar dalam menetapokan target APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah
sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,90 persen

Tingkat kemiskinan 6,08 persen

Gini Rasio 0,265

Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5 persen
PDRB perkapita diperkirakan sebesar 43,81 juta rupiah
IPM 71,16 persen

O o o N s

317



BAB4. KEBIJAKAN PENDAPATAN
DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan
dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi
yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat
kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022
berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang
diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS
oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah PP Nomor 12 tahun
2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2022
dalam Rancangan KUA Tahun 2021 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan dalam pencapaian Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Tahun Anggaran
2021 masih dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, hal ini tidak saja mempengaruhi kebijakan
daerah Kabupaten Dharasraya, namun juga di tingkat Provinsi maupun nasional.

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua
penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan
perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

4.1.1.  Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retfribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
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. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi
pajak daerah dan refribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta
memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan refribusi daerah, Pemerintah Daerah
harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besamnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Waijib Retribusi serta pengawasan penyetorannya,
dengan berbasis teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit
10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan
untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum.

. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun

bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah
Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing
daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

. Pendapatan refribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif
dari perpanjangan |zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja falu lintas dan peningkatan pelayanan
angkutan umum.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Refribusi Pelayanan Kesehatan yang
merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang
belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obijek
pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan
Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber
penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
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4.1.1.2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan
Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi
koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan
pemberdayaan UMKM.

Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan
rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
b) menghambat mobilitas penduduk;
c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir o) dan butir p)
waijib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pajak daerah dan refribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek.

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas
hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun
Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a.

keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan
pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu;

peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi yang bersangkutan;

peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
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€.

4.1.1.3.

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-udangan.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan obijek, rincian
objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a.

b
c
d
e.
f

g
h

-

=T © 5 3

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
. hasil kerja sama daerah,;
. Jjasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;
pendapatan bunga;

. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar,

hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

pendapatan denda pajak daerah;

Pendapatan denda retribusi daerah;

. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,;

pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat
mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah
(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan
infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran
pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:
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4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil
yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan
(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29
Waijib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun
terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun
Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi
mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal
Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2022

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata
pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020,
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022.
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Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

DBH SDA terdiri dari ; (1)DBH-Kehutanan; (2) DBH-Pertambangan Mineral
dan Batubara; (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; (4) DBH-Pertambangan
Gas Bumi; (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan
dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang
dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga)
tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3
(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan
Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau
terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi
DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-
SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022
seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih
pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan
DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Tahun 2022

Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata
pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir
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.

yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran
2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut
ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan
daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan
DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Transfer Khusus ter diri dari : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah
Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
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Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun
Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala
Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus
Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah
Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah
Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif
Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

¢. DanaDesa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai
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penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran
Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran
2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah
yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada
penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh
pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah
Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi
atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat
khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
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(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum
dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus
tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022
ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli
daerah dan pendapatan transfer.Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek,
rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan
sebagai berikut:

4.1.3.1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan
dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pemyataan kesediaan untuk
memberikan hibah.

4.1.3.2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh
bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap
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pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran
2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada
Pemerintah Daerah. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran
2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan
Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh target
terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :
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Tabel 4-1 Pendapatan Daerah Kab. Dha:masraya Tahun 2021 Dan Proyeks: 2022
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3.161.472.400
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Sumber - hasil proyeks, tahun 2021
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Secara umum pendapatan daerah tahun 2022 diperkirakan masih dibawah nilai pendapatan
daerah tahun 2021, yaitu turun dari 950,9 milyar menjadi 874.645.276.063 milyar, hal ini dominan
disebabkan oleh asumsi yang digunakan untuk penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri
nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang masih menjadi acuan
dalam penyusunan APBD tahun 2022,

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Proyeksi Pendapatan Asli daerah (PAD) ditargetkan meningkat dibandingkan dengan PAD
Tahun 2021, yaitu naik dari 84,17 milyar menjadi 92,25 milyar. Kenaikan ini didasarkan
pada asumsi membaiknya perekonomian makro, dengan demikian sektor perekonomian
yang terkait dengan pajak maupun retribusi daerah mengalami peningkatan pendapatan,
selain peningkatan tersebut juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
Pendapatan daerah dan , diantaranya pajak daerah yang berasal dari Hotel, Restoran,
Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),
Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTB).

Berbeda dengan pajak daerah, untuk pendapatan daerah dari retribusi mengalami sedikit
peningkatan dari 3,07milyar di tahun 2021 menjadi 3,16 milyar di tahun 2022, untuk
retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya tidak mengalami
periubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 2021, namun untuk retribusi
jasa usaha belum dapat ditarget meningkat dibandingkan tahun 2021, baik untuk retribusi
pemakaian kekayaan, parkir, tera ulang maupun jenis retribusi lainnya, dan ini tidak dapat
ditargetkan meningkat namun diharapkan penurangan pungutan retribusi usaha ini akan
dapat memperbaiki prospek dunia usaha untuk bangkit selama tahun 2022. Tak jauh
berbeda dengan tahun 2021, target retribusi perizinan IMB yang juga belum ditargetkan
meningkat karena pembangunan konstruksi bangunan pada umumnya belum sepenuhnya
pulih.

Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan
pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.

Untuk pendapatan transfer pusat, diasumsikan pendapatan di tahun 2022 dari Dana Bagi
hasil (DBH) adalah sebesar 20,45 milyar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 472.60
milyar, dan Dana Desa sebesar 47.75 milyar, sedangkan DAK Fisik sebesar 68,32 milyar,
DAK Non Fisik 119.02 milyar dan DID sebesar 6,52 milyar, sehingga dengan demikian
pendapatan transfer pusat untuk sementara nilainya berkurang dari 795,3milyar rupiah
menjadi 734,68 milyar rupiah.

Untuk pendapatan transfer dari provinsi tahun 2022 lebihbesar dari kondisi tahun 2021
yaitu 40,0 M tahun 2021 menjadi 47.20 M tahun 2022 karena mempedomani SK Gubernur
Nomor : 903-179-2021 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat
Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer
dari provinsi berasal dari dana bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor,
bagi hasil pajak bea balik nama, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi
hasil pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk jenis pendapatan ini di tahun 2022 terdiri dari
pendapatan hibah sebesar 500 juta yang terdiri dari 500 juta rupiah dari pendapatan hibah
swasta,
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BABS5. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua
pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022
sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan
daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi
pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial
dan pemulihan ekonomi pada tingkat desa/nagari melalui Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan
fiskal nasional, APBD tahun 2022 ini diprioritaskan untuk : 1) Melanjutkan upaya pemantapan
pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor Kesehatan dalam penanganan Covid-19
sebagai kunci pemulihan ekonomi, 2) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk
memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentaan akibat
Covid-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha; 3) Mendukung
peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan
kualitas Pendidikan, penguatan sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan
perlindungan sosial sepanjang hayat; 4) Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi
retribusi dan pajak daerah, peningkatan kepatuhan waijib pajak serta optimalisasi pengelolaan asset
serta inovasi layanan; (penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

5.1.1.  Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah
Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

5.1.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada
Bupati, wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara fain berupa gajifuang representasi dan tunjangan,
tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD
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serta Bupati dan wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan
lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

i

Bupati dan wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;

dan

3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari
raya.

Penganggaran penambahan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon
ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021 yang berjumlah 102 orang yang
terdiri dari tenaga guru sebanyak 53 orang, tenaga kesehatan 40 orang, dan tenaga
teknis sebanyak 9 orang.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besamya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dar jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati,
pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD
Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan
pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.Pemberian tambahan
penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.Dalam hal belum adanya
peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam
Negeri.
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Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai
ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran
serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam
Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu
kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi
honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan
barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019
tentang Standar Harga Satuan Regional.

i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan
ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan
sub rincian objek belanja honorarium ASN.

5.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD
pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,
jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-
lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang
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diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual
kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus,
pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub
kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan skepala daub kegiatan.

c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi walinagari dan perangkat nagari
serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah
wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan
Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar
peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang
menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta
pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan kelas Ill, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah
dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas Il yang
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan
perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan
mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk
mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:
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o Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis
pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan
jenis/imanfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

o Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada
fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam
kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan
aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan
Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.

o Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.

o

o)

Penduduk yang sudah pemah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan
Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktitkan oleh

penanggungnya.
o Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK)
sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Penjaminan/pembayaran  pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis
manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan
Nasional, seperti:

o

1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas
kesehatan atau sebaliknya,

2) Biaya fransportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di
luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan
Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan
kesehatan berupa medical check up, kepada:

(1) Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk
keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program
dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak
termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang
terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi
dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara
serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat
diselenggarakan di luar wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan
perkembangan kondisi pendemi covid19..

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan
COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan,
baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi
informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat
dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan
antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi,
pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan
tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.
h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan
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Waijib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi
banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan  aspek
pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal
sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen
sewa kendaraan tersebut hanya diberikan bupati dan wakil bupati.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan
perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai
dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk
yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

. Pengadaan belanja barang/fjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar
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harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat  ditambah  seluruh  belanja yang terkait  dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam
rangka:

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) beasiswa kepada masyarakat;

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5.7.1.3. Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi
yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan
hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD
Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah
dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022
mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang
didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah
dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
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a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan
usaha milk negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan
sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau

ii. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari
resiko sosial.
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5.1.2  Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1.
2.
3.

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli
atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset
sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun
Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta
program strategis daerah lainnya

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

d.

belanjamodal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan
untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan
digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung
dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan,
jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan
untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus
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disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.Segala biaya yang
dikeluarkan setelah perolehan awal asettetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang
memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masamanfaat atau
yang memberikan manfaat ekonomi dimasayang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, ataupeningkatan mutu produksi atau peningkatan
kinerjadianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.

3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umumsesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukansesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerahberdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan
danterbuka, bersaing, adil, dan akuntabel denganmengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milikdaerah didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barangmilik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan
barangmilik daerah yang disusun dengan memperhatikankebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD sertaketersediaan barang milik daerah yang ada.
Selanjutnya,perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakansalah satu dasar
bagi SKPD dalam pengusulan penyediaananggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunanRKA-
SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerahdimaksud berpedoman pada standar
barang, standarkebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standarkebutuhan oleh
Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalampelaksanaannya juga harus sesuai
dengan standarisasisarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuksatuan biaya pemeliharaan
gedung atau bangunan dalamnegeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan
dinas,satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuanbiaya pemeliharaan
sarana kantor sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperiuan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan
mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta
amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
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2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Meliputi :

1) luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) keperluan mendesak; dan/atau

3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya; yang belum fersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan

d. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan
dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4.  Belanja Transfer

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5-42

s



Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari.Belanja transfer
dirinci atas jenis:

5.1.4.1. Belanja Bagi Hasil

Pendapatan pajak daerah dan refribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari,
kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah
desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan refribusi daerah kabupaten kepada pemerintah
nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan
berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.Dalam hal terdapat
pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten
pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.
Belanja bagi hasil pajek daerah kabupaten dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.1.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu
lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan
keuangan.

Belanja bantuan keuangan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 adalah bantuan keuangan
daerah kabupaten kepada nagari. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat
khusus.Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada
pemerintah nagari penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk
domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.
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Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima
bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah
penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun
Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun
Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen),
pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun
berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah nagari. Selanjutnya, pemerintah kabupaten
dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD
selaku SKPKD.

5.2, RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan sebagai pendapatan
pada Bab 4, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan priorotas pembangunan dapat
dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 5-1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5.1 BELANJA OPERASI 731.293.221.750 | 607.089.110.925 -34,139,861,321

5.1.01 | Belanja Pegawai 465.348.163.502 | 454.362.009.224 -10,986,154,278 -2.36%
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 221.767.067.368 | 234.258.060.325 12,490,992,957 5.63%
5.1.03 | Belanja Bunga - - - -
5.1.04 | Belanja Subsidi - - - -
5.1.05 | Belanja Hibah 44.177.990.880 8.533.290.880 -35,644,700,000 | -80.68%
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial

5.2 BELANJA MODAL 191.968.383.822 | 88.379.998.4800 | -104,708,661,342 | -54.54%
5.2.01 | Belanja Modal Tanah - - -0 -




5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan 57.337.634.273 15.244.980.480 -42,092,653,793 -73.41%
Mesin

5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan 99.633.398.549 | 13.814.451.000 -85,818,947,549 | -86.13%
Bangunan

5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, 34.521.551.000 | 57.700.291.000 23,178,740,000 67.14%
dan Irigasi

5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap 475.800.000 500.000.000 24,200,000 5.09%
Lainnya

53 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 | 49.300.000.000 44,300,000,000 | 886.00%

5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 | 49.300.000.000 44,300,000,000 | 886.00%

5.4 BELANJA TRANSFER 110.214.623.630 | 104,232,895,630 -5,981,728,000 -5.43%

5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 2.178.760.630 2.954.310.630 775,550,000 35.60%

5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 108.035.863.000 | 101.278.585.000 -6,757,278,000 -6.25%

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, dan proyeksi Bapppeda, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih belanja tahun 2022 dibanding tahun 2021, yaitu
berkurang sebesar 74,3 milyar rupiah, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja operasi, terdiri dari
a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN,
DPRD dan Bupati/Wakil Bupati serta tambahan/penerimaan lainnya yang
telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja
pegawai diperkirakan naik dari 465,34 milyar rupiah menjadi 454.36 milyar
rupiah atau turun sekitar 10,98 milyar rupiah. Untuk belanja gaji
diperhitungkan sebanyak 14 bulan dengan tambahan acress sebesar 2,5
persen dari kondisi tahun 2021, yaitu untuk ASN yang mengalami kenaikan
pangkat maupun impasing gaji. untuk tambahan penghasilan ASN
(tunjangan daerah) hanya dihitung sebanyak 12 bulan. Penurunan belanja
pegawai ini belum diperhitungan belanja dari pendapatan DAK, DID dan
tambahan DAU Tahun 2022
b. belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa turun dibandingkan
dengan tahun 2021 yaitu dari 221,7 Milyarmenjadi 234.25 Milyar atau
meningkat sebesar 12,49 Milyar. Belanja barang dan jasa ini terdiri dari
belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja
barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang
diantaranya untuk honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk
sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja
ruin atau belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui
kegiatan di perangkat daerah.
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c. belanja hibah, besaran belanja hibah tahun 2022 diperkirakan akan
berkurang dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu dari 44,1 milyar menjadi
30,9 milyar rupiah. Diantara bentuk belanja hibah yang akan dialokasikan
yaitu belanja hibah dana BOS sebesar 30,9 milyar rupiah, di tahun 2022
hanya sebesar 8,53 milyar, yang dialokasikan untuk hibah kepada kembaga
dan organisasi kemasyarakatan.

d. Sedangkan untuk belanja subsidi dan belanja bunga tidak dialokasikan,
dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh
hutang maupun tidak adanya belanja subsidi.

2. Belanja modal, alokasi belanja dibandingan dengan tahun 2021 turun dari 191,9
Milyar rupiah menjadi sebesar 88.37 milyar rupiah yang terdiri dari belanja
peralatan dan mesin, belanja jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja aset tetap
lainnya. Penurunan belanja modal ini disebabkan karena menurunnya alokasi
dana transfer dari Pemerintah Pusatdi Tahun 2022

3. Belanja tidak terduga. merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Besaran belanja ini dialokasikan sebesar49,3 milyar rupiah

4. Belanja transfer. Terdiri dari
a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada nagari, belanja bagi hasil ini

dialokasikan sebesar 2.95 milyar rupiah yang dihitung sebesar 10 persen dari

jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah

b. Belanja bantuan keuangan kepada nagari, alokasi ini diperkiran sebesar
101,27milyar rupiah yang berasal dari dana desa ditambah dengan
bantuan keuangan pemerintahan nagari /alokasi dana nagari yang
perhitungannya didapat dari 10 % dana Perimbangan diluar DAK.
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BAB 6. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran
2021, maka diasumsikan tidak adanya pembiayaan daerah. Dilihat dari sisi penerimaan
pembiayaan, maka dengan melihat struktur dan besaran APBD tahun 2021 maka diasumsikan
secara cermat tidak adanya SILPA selama tahun 2021, dan apabila akan terjadi SILPA maka
nilainya tidak rerlalu signifikan terhadap APBD tahun 2022.

Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yang tidak dialokasikan untuk tahun 2022,
belum mampunya pemerintah untuk penyertaan modal karena APBD tahun 2022 masih diarahkan
untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

Tabel 6-1 Target Pembiayan Daerah Tahun 2022
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BAB 7. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah tahun 2022 disusun strategi sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Strategi pencapaian target PAD 2022 disusun sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak
daerah.

b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan
perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.

c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.

d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.

e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas
pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.

f.  Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak
daerah.

g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan
serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.

h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati).

i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.

j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.

k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan,
Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya
dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.

| Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah,
penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.

m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola
pajak daerah.

n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan

kepuasan wajib pajak.
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2. Retribusi Daerah
Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a.

Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara
elektronik.

Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib refribusi daerah
melalui refribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan OPD lainnya.
Menerapkan sistem e-ficketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang
masih menggunakan karcis.

Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.

Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang
telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.

Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.

Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian
pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai
berikut :

a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi

menghasilkan retribusi daerah.

b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk

mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan

dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui

| pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indek

inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
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2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh
pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.

3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui
pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat
daerah yang tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan
penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik
didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masig-masing kementerian terkait.

4, Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui
peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana
dimaksud oleh pemerintah pusat.

5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan
provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.

6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait
dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan
tepat waktu yang reliabel.

7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah
kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat
provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait
dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang
dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sunatera Barat.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan
adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang
tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
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BAB8. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan dokumen
yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyar Daerah (DPRD)
yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun
2022 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan
dipedomani untuk menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun
2022.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD dan KUA/PPAS sudah
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh
Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening
belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan
DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD tahun 2022.

Pulau Punjung, 2 Agustus 2021
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
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